PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : https.satpolpp.kalteng.go.id email : kalteng.polpp@gmail.com
#

SURAT PESANAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NAMA PEKERJAAN :
PENGADAAN KAMERA

NOMOR [ 020/538.7/Sekr.3/Pol. PP
TANGGAL : | 26 Juni 2025
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BARU, S.Pd., M.Si

NIP : 19700228 199803 1 007

Jabatan . Pengguna Anggaran

Alamat - Jalan Yos Sudarso Nomor 08 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian,

Nama Perusahaan . CV.TEKNOLOGI KREATIF DALAM NEGERI
Alamat . Jalan RTA Milono KM 1,5 Kota Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

VO HARGA
NO. NAMA BARANG L. SAT. SATUAN JUMLAH

I Unit | Rp. 27.500.000,- | Rp. 27.500.000,-

Kamera Digital SONY A6700 Mirrorless
Camera with 16-50mm Lens
Kamera Digital Canon EOS 6D Mark II

2 . . 1 Unit Rp. 27.472.500,- Rp. 27.472.500,-
With Kit 24-105 mm me e P

JUMLAH RP. 54.972.500,-

Terbilang : Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus
Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia

1) Penvedia memiliki hak menerima pembavaran atas pembelian barang sesuai dengan




d)
e)

g)

Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang
tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
Tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang
dijual selain melalui e-Purchasing
Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya
pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
Mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan
pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :
I. barang rusak akibat cacat produksi;
II. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
[11. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana
tercantum pada SP ini.

Memberikan layanan tabahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan
pelatihan (apabila ada);

Memberikan layaan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing
barang.

b. PEJABAT PENANDATANGANAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak :

a)

b)
c)

d)

Menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam

SP ini.

Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, kuantitas barang yang dipesan;

Mendapatkan penggantian barang, dalam hal :

I. barang rusak akibat cacat produksi;

1. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat

[1I. Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

IV. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana
tercantum pada SP ini.

Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing

dan pelatihan (apabila ada);

Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-

masing barang.

2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

a)

b)
<)

Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini;
dan

Memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh Penyedia seperti instalasi,
testing dan pelatihan (apabila ada)

. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini
selambat- lambatnya pada tanggal 09 Agustus 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

. Alamat Pengiriman Barang




4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 09 Agustus 2025.

5. Penerimaan, Pemeriksaan dan Retur Barang

a.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPTK menerima

barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda

Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat
Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum
pada SP ini. Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada
Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti perjanjian dapat meminta Tim Teknis

untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan

Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian

terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti

Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan

memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja.

6. Harga

a.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia
atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman,
biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
sah yang dibebankan oleh hokum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

a.

Pengalihan scluruh Kontrak hanya diperbolechkan dalam hal terdapat pergantian

nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.

Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat
standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari
Penyedia kepada Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa
yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor),
pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya

9. Perubahan SP




b.

Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi
perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

10. Peristiwa Kompensasi

a.

Peristiawa  kompensasi  dapat  diberikan  kepada Penyedia dalam  hal
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan
pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenaan ganti rugi

atas keterlambatan pembayaran sebesar [sesuai kesepakatan para pihak.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a.

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok
tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam
bentuk apapun.

Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan, atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya
yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta,
merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan
oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a.

Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
utnuk menjamin  bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, barang tidak mengandung cacat mutu
akibat desain, bahan, dan cara kerja.

Jaminana bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah
terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

Pejabat  Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut
selama Masa Layanan Purnajual.

Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka
waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjianakan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya
perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat
dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai
tagihan Penyedia.

13. Pembayaran




2) Pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara

sekaligus]; dan
3) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen)
dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran
atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah PPK menilai
bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi
a. Penyedia dikenakan sanksi apabila :
1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-
Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
3) Menjual barang melalui e-Purcahsing dengan harga yang lebih mahal dari harga
Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan
tempat serta spesifikasi teknis dan persayaratan yang sama.
b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan
sanksi adiminstrasif berupa :
1) Peringatan tertulis
2) Denda; dan
3) Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
a. Penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing, atau
b. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue)

15. Penghentian dan Pemutusan SP
a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan
Kahar
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan
pemutusan apabila;

a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;

b. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan
walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender
sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50
(lima puluh) hari kalender scjak masa berakhirnya pelaksanaan pckerjaan,
Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d) Penyedia lalai /cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

f) Pengaduann tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar
oleh instansi yang berwenang.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan




16.

17.

18.

19.

c. Pemutusan SP Oleh Penyedia
a. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai
berikut :
b. Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan
sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt Perjanjian  gagal
mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

¢) Pejabat Penandatangan/Pengesahan  Tanda Bukti Perjanjian  tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau addendum SP.

d. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya
7 (Tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana
pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian.

Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar
1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum
dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi
tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan
Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis
dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan
Kahar yang dikeluarkan oleh pihak /instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan olch
perbuatan atau kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar
tidak dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang
dituangkan dalam perubahan SP

Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan Penyedia berkewajiban untuk
berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai perselisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan SP ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan.
Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan
diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah
hukum Republik Indonesia.

Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat
Penandatangan/PengesahanTanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam




langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang berdasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan
selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermeterai dan masing-
masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Untuk dan atas nama Penyedia
Provinsi Kalimantan Tengah CV. TEKNOLOGI KREATIF
Pejabat Penandatangan/ DALAM NEGERI

PengesahanTanda Bukti Perjanjian

BARU.S,Pd., M.Si BUDI SUGIANTO
NIP. 19700228 199803 1 007 Direktur




97 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
' SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website ° https.satpolpp.kalteng.go.id email : kalteng.polpp@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 020/538.8/Sekr.3/Pol.PP

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (26-06-
2025) bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini :

l. Nama : BARU, S.Pd., M.Si
NIP : 19700228 199803 1 007
Jabatan :Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Pengguna
Anggaran
Alamat . Jalan Yos Sudarso Nomor 008 Kota Palangka Raya

Dalam Hal Ini Bertindak Untuk Dan Atas Nama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

ll. Nama . BUDI SUGIANTO
Jabatan . Direktur CV. TEKNOLOGI KREATIF DALAM NEGERI
Alamat :Jalan RTA Milono KM 1,5 Kota Palangka Raya

Dalam hal ini bertidnak untuk dan atas nama CV. TEKNOLOGI KREATIF DALAM NEGERI Selanjutnya di
sebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU menunjuk dan memberikan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan
Pengadaan Kamera ada untuk keperluan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
yang di Palangka Raya tanggal 26 Juni 2025, dan selanjutnya PIHAK KEDUA akan melaksanakan

pekerjaan dimaksud yang termuat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini, dengan rincian berikut :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112

website : https.satpolpp.kalteng.go.id email : kalteng.polpp@gmail.com

Pekerjaan Pengadaan Kamera Terdiri Dari :

NO. NAMA BARANG VOL.

HARGA

SAT. JUMLAH

SATUAN

Kamera Digital SONY A6700
1 Mirrorless Camera with 16-50mm 1
Lens

Unit | Rp. 27.500.000,- | Rp. 27.500.000,-

Kamera Digital Canon EOS 6D Mark
i With Kit 24-105 mm

Unit | Rp. 27.472.500,- | Rp. 27.472.500,-

JUMLAH RP. 54.972.500,-

2. Ketentuan-Ketentuan Pekerjaan Peyediaan Pengadaan Kamera Sebagai Berikut :

a. Waktu Pekerjaan selama 45 (Empat Puluh Lima) hari Kalender tanggal 26 Juni 2025 s.d 09

Agustus 2025.

b. Besarnya biaya pekerjaan sesuai dengan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
sebesar Rp. 54.972.500,- (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima

Ratus Rupiah).

¢. Pembayaran akan dibayar pada saat penyerahan selesai dan hasil dari pekerjaan dapat diterima
dengan baik oleh PIHAK KESATU serta sesuai dengan kesepakatan antara PIHAK KESATU dan

PIHAK KEDUA

Pembayaran kepada PIHAK KEDUA melalui Nomor Rekening 454401026927533 pada Bank Kalteng,
atas nama CV. TEKNOLOGI KREATIF DALAM NEGERI.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas, ditandatangani
oleh kedua pihak dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. TEKNOLOGI KREATIF DALAM NEGERI,

BUDI SUGIANTO
Direktur

PIHAK KESATU
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Proyinsi.Kalimantan Tengah

S BARY. SPd., M.Si
NIP. 19700228 199803 1 007




.PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JI. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : https.satpolpp.kalteng.go.id email : kalteng.polpp@gmail.com

SATUAN KERJA / SKPD :
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR SPK : 020/ Sekr.2 / 588 / POL.PP / 2025
TANGGAL SPK  : 04 Juli 2025
Nama Pejabat Penandatangan Kontrak : BARU, S.Pd., M.Si.

Nama Penyedia :

CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT

PAKET PENGADAAN :

Perencanaan Rehab Lobby Kantor
(1.05.01.1.09.0009.5.2.03.01.01.0001)

SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :
Nomor : 020.¢/526.1/Sekr.2/PolPP/UKPBJ/2025
Tanggal : 03 Juli 2025

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :
Nomor : 020.g/526.1/Sekr.2/PolPP/UKPBJ/2025
Tanggal : 04 Juli 2025

SUMBER DANA:

DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.05.01.1.09)
Kode Rekening : 1.05.01.1.09.0009.5.2.03.01.01.0001

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 34.375.600,00,- (Tiga Puluh
Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah )

Jenis Kontrak : Lumsum

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 14 (Empat Belas) hari kalender

Untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen

: enandatangan Kontrak
“AH i Ro

% eyt & /

| BAkp,é Pd., MLSi.
“Pembina Utama Madya

NIP. 19700228 199803 1 007

Untuk dan atas nama penyedia
CV.ROTASI DESIGN KONSULTAN

=5
e
2
o
=
)

o

PRADITYO H. WIRATAMA, ST
Direktur




SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan,
sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2.  HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SFK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK
a. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar
harga SPK.
b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi
(apabila dipersyaratkan).
c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

a. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK  berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait
langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PEJABAT
PENANDATANGAN KONTRAK . Jika diminta oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK maka penyedia
berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PEJABAT
PENANDATANGAN KONTRAK  sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PEJABAT PENANDATANGAN
KONTRAK tetap pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK , dan semua peralatan tersebut harus
dikembalikan kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK pada saat SPK berakhir atau jika tidak
diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada
saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan
penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dapat
memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang
dianggap oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab
atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh
hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam
harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan.
Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat
peleburan (merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan
dalam SPMK.
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar
pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PEJABAT PENANDATANGAN

KONTRAK , maka PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK  dapat melakukan penjadwalan kembali
pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai
dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk :

1) Semua barang dan peralatan yang mempunyai resiko terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta
pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala resiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan,
serta resiko lain yang tidak dapat diduga;

2) Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawarandan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PEJABAT
PENANDATANGAN KONTRAK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan
biaya yang dikenakan terhadap PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK  beserta instansinya (kecuali




11.

12.

13.

14.

15.

kerugian yang mendasari tuntutan tersebut discbabkan kesalahan atau kelalaian berat PEJABAT
PENANDATANGAN KONTRAK ) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak
Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan
awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan
risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PEJABAT
PENANDATANGAN KONTRAK .

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam
syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan
selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia
atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian

penyedia.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK  berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PEJABAT PENANDATANGAN
KONTRAK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

PENGUJIAN
Jika PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK  atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk
melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji
coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian
tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa
Kompensasi.

LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau
kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan
pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi
rencana dan realisasi pekerjaan harian.

c. Laporan harian berisi:

1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;

2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya,

3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap
kelancaran pekerjaan; dan

6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK .

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam

. E:rlodc sgh; mlnggu:jge}"?a hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

/ poran bulanan terdiri dari rangkuman la i risi i i isi i
ger:uoge Sﬂtukl;uld{(l, Bl L ar %C e yaggrgélr lrlrl“(?lgtgr‘i]aorl‘ Ki?]n berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam

2. Un merekam kegiatan pelaksanaan proyek, P ~f

dokumentasi pelaksinaan g:kerjaan di lgka};i pekg?;aﬁl.‘ PSSRSO SRR R e

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai J j
_ S : pelaksanaan pekerjaan pada
Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menitelesali)kan
pekerjaan §e1ambgt-1ambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa
F&npin:asll at%u karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
c. Jika Kketerlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kom I me
] S¢ pensasi maka PEJABAT
PENANDATANGAN KONTRAK  dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti ru‘gﬁiJ tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaa i
i n secara tertulis k
Pejabat Penandatangan Kontrak untuk Pe"yel‘ahan’pekerjaan_ 84 P ertulis kepada

b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil




16.

17.

18.

19.

Pekerjaan;
Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas

pekerjaan dan / atau tim teknis;
Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib

memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
Pejabat Penandatangan Kontrak —menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan SPK.
Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harrga SPK dan penyedia harus menyerahkan

Sertifikasi Garansi.

JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin

a.
bahawa selama penggunaan secara wajar, barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh
tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.

c. Pejabat Penandatangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera
setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan
ketentuan dalam Serifikat Garansi.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka
waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, Pejabat Penandatangan Kontrak akan
menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau
melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan
tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan
klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar
Hitam.

PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga
mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;

2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;

3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.

¢. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas
usul Pejabat Penandatangan Kontrak.

PERIS'I"IWA KOMPENSASI

a. I]’c):rlfs’ti'w; K(f)’mperzjsasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

ejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

% kcte;lambatan pembayaran kepada penyedia; p peng pe pekerjaan;

3) Pejabat Penandatangan Kontrak  tidak memberikan gambar-gambar ifikasi i i

. > : S \

sesuai jadwal yang dibutuhkan; 8 8 > spesifiian) dan/atan. instisilad

‘5}; gen)l;edla belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
t:ﬂl?b:; :;“a“d;;f;f;gan K;);ltzl;:ii mer;_gllr}(sstrukskiakan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

1laksana i sdalk ;

6) kerusakan/kegagalan/penyimpangan; n - pengujan  ternyata  tidak  ditemukan
Pejabat Penandatangan Kontrak eri .

T T mnge Eortel, Menerahlan propdoar poldotnant oo,
diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejab GEEIL YANG NAdK dapat

8) ketentuan lain dalam SPK. “ieaatRenandatutgan Kentpully

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengaki
v . gakibatkan 1 )
pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kor:ft?ili uaé??ket\?vt;}i)g:r?n d?nk/atau keterlambat? T e an
memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan : vtk membgyar ganil. sigl dan/aia

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berd : . .
diajukan oleh penyedia kepaga PejabJat Pen;ngsgr]:a :ndlita tpeEunJang dan perhitungan kompensasi yang
Peristiwa Kormpensasi. 2 ontrak , dapat dibuktikan kerugian nyata akibat

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya d S ..

- td ” , :
perhitungan kompensasi yang. diukan oleh penyedi kepada Telabat Fensndaimmn. bonteae o
g‘b“kt‘kﬂ“ perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompex}:sasi s Semialingan. KRk Lo

e. Fenyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ata ‘panj . ; : s
gagal atay fakai il meniberikm ge ringatanudipcr{ilgggﬁfﬁn wak_tl{ penyelesaian pekelfjaan Jika penyedia
Kompensasi. engantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa

PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian

maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tangeal Penyelesaian berdasarkan data penunjang.
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Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal
Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui
adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak  dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini
harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dan selanjutnya menjadi hak
milik Pejabat Penandatangan Kontrak;

2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;

3) biaya langsung demobilisasi personil.

c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak Pejabat Penandatangan Kontrak.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui
pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak
tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;

4) penyedia berada dalam keadaan pailit;

5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak;

6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima
perseratus) dari harga SPK dan Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia tidak akan
sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan,
dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;

8) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai
dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SFK;

9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang
diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat
dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1) penyedia membayar denda; dan/atau

2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

f. gg:ergu?alm gf;;lﬂlﬁ;s:n Kéngdlk/ikukan karena Pejabat l"enandatangan Kontrak  terlibat penyimpangan
iy g e ek alvl atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka
gan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMBAYARAN

a. Pembayaran prestasi hasi j i i di j
Femb ﬁira v prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan

1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) Pembayaran dilakukan dengan [sistem bul: ’ ;
: lanan/sist ayar. : Qus/:
3) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), daiﬂ:)g?glgm/pembdymaﬂ BN IS

Pembayaran terakhir hanya dilakukan s je i
Setal Resna et g’ni. etelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara

c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari j i i
gielr;liaeirgrantkipqia Pejaba_t Penandatangan_ Surat perintah MJemliay:?(:’(fe’?}’all\ds)?tCIah pengajuan permintaan
ot a?fz L ee'flbafs}s:sv‘amrl dalam ];)erhltungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda
- yaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitunga
p si sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. =

DENDA

jf’:rtl}{egﬁl :szke\lz(vajibgg untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera
) estad gn er;:;ar{i ?n-kewajlban penyedia dalam SPK ini. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan
2 otong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak

mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
PENYELESATAN PERSELISTHAN
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selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka
perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau
akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini.
Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.




